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PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang dibiayai

Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan regulasi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di

Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

perlu menyusun pedoman pengelolaan Pinjaman dan

Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan
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Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar

Negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan

Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5202);
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7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 112);

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan,

dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar

Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 761);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL.

www.peraturan.go.id



2016, No. 1398 -4-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN,

adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh

Pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang

diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak

berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar

kembali dengan persyaratan tertentu.

2. Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri yang

selanjutnya disingkat RPPLN, adalah dokumen yang

memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan

PLN dalam jangka panjang.

3. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah,

yang selanjutnya disingkat DRPLN-JM, adalah daftar

rencana kegiatan yang layak dibiayai dari PLN untuk

periode jangka menengah.

4. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, yang

selanjutnya disingkat DRPPLN, adalah daftar rencana

kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan

siap dibiayai dari PLN untuk jangka tahunan.

5. Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang

telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk

diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon

Pemberi PLN.

6. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya

disebut Perjanjian PLN adalah kesepakatan tertulis

mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi PLN.

7. Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Hibah,

adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa,

devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau

surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang

tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari luar

negeri.
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8. Hibah yang Direncanakan adalah Hibah yang

dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.

9. Hibah Langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak

melalui mekanisme perencanaan.

10. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari luar negeri

yang memberikan Hibah kepada pemerintah.

11. Rencana Pemanfaatan Hibah, yang selanjutnya disingkat

RPH, adalah dokumen yang memuat arah kebijakan,

strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah

sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional.

12. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya

disingkat DRKH, adalah daftar rencana kegiatan tahunan

yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah

mendapatkan indikasi pendanaan dari calon Pemberi

Hibah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran

yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran.

15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan

oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja sebagai

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program dan terdiri atas sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya, berupa sumber daya manusia,

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana

atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber

daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan

keluaran dalam bentuk barang/jasa.

16. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Pinjaman yang

selanjutnya disingkat DIPKP, adalah dokumen yang

berisi ringkasan informasi untuk pengusulan kegiatan

yang dibiayai dari PLN.
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